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PUTUSAN
Nomor 1260/Pdt.G/2021/PA.GM.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Belunsuk, 18 Juli 1994, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat,
No. Tlp/ Domisili Elektronik : -, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Belunsuk, 31 Desember 1996, agama
Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Lombok
Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 1260/Pdt.G/2021/PA.GM.,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.
Bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan di Kuripan, sebagaimana dari Kutipan Akta
Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kuripan nomor: -;
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2.
Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan November 2016 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat suka minum-
minuman keras dan sering pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas
dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat suka marah-
marah kepada Penggugat;
5.
Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2016 yang
akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat kemudian
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua
Penggugat di Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih
kurang sudah 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;

6.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan
menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan relaas panggilan Nomor 1260/Pdt.G/2021/PA.GM. tanggal 21
Oktober 2021 dan 4 November 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang,
sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu
halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan
persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak
dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis
Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan
gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK -,

tertanggal 11-04-2019, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten

Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu diberi tanda P.1;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang aslinya dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Lombok Barat,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
B. Bukti Saksi
1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT,
karena saksi adalah lbu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis selama 1 (satu) tahun pernikahan, kemudian =+ sejak
Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah karena sering terjadi pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat suka keluyuran, keluar malam dan
mabuk-mabukan serta suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa kurang lebih pada Desember 2016 tersebut Tergugat telah
menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, kemudian
Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang
memberikan nafkah maupun mengajak Penggugat rujuk kembali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2, SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT,
karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
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- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun + sejak Desember 2016 antara Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah karena sering terjadi pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat suka pulang larut malam dan mabuk-
mabukan;

- Bahwa kurang lebih pada Desember 2016 tersebut Tergugat telah
menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, kemudian
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang
memberikan nafkah maupun mengajak Penggugat rujuk kembali;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan
bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam
kesimpulannya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai

bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan
ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai
Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan
diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena
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Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap
memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai,
sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara a quo
adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan
rumah tangganya kurang lebih sejak bulan Nopember 2016 mulai tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk
seperti Tergugat suka minum-minuman keras dan sering pulang larut malam
tanpa tujuan yang jelas dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat,
Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat. Bahkan antara Penggugat
dengan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sejak bulan Desember
2016, Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat kemudian Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di
Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 4
(empat) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada asasnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak
hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan
verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan
beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak
melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula
perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian
harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami istri
tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut,
pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran
Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang
dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur
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tentang perceraian, sedangkan alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan
jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu
memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah
menunjukan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten
Lombok Barat sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan
Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan
Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita
point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan
sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus
dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in
judicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di
persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil
gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan
terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian,
dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal
22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan
kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas,
Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menilai
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana
ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat
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diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil atas gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait syarat materiil dari saksi-saksi yang diajukan
oleh Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan
Penggugat, keduanya tidak ada yang mengetahui baik dengan melihat ataupun
mendengar secara langsung mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, saksi pertama dan kedua hanya mengetahui berdasarkan cerita
dari Penggugat jika Tergugat suka keluyuran, keluar dan pulang larut malam,
bahkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka marah-marah kepada
Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut bersifat testimonium de auditu
yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian
tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959
tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak
dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak
dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, meskipun kesaksian tersebut testimoniun de auditu, namun
keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (first hand
hearsay) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam Common Law
secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973
tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu tersebut bahkan dapat
dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena
itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula
penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim
telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Ba

hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sabh;
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- Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar
sejak tahun 2016 karena sering terjadi pertengkaran;

- Ba
hwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka keluyuran,
keluar malam dan pulang larut malam, serta Tergugat suka mabuk-
mabukan dan suka marah-marah kepada Penggugat

- Ba
hwa kurang lebih sejak Desember 2016 yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah;

- Ba
hwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah
sedemikian rupa (Broken Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup
rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta
dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam
sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud
tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana
dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 vyaitu
membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan
firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan,
menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang
lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu
dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim
berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan
maslahat sebagaimana kaidah ushul figh yang berbunyi:

llaodl wl> o sl suwlaall 5,5
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Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan
kemaslahatan™;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi, yang
mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak
mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru
akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu
penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat
ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Figih Sunnah Juz Il : 248 yang diambil alih
sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

Sh—in] casol I3] g 0ill soladl Ho wllas Ol a9l Ol
veeloglliol g 6 ianll plgs aso gloinus ¥V 1,1 ual lgs gl

caish asll lgdlls login zMoVl o uolall j=cq
Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim
untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah
ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan di mana suami isteri
tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah
tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut,
maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor:
379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang
tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra

Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Giri Menang adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 10 November 2021
Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah oleh Fiki
Inayah, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Mashing Fatimatul Azdiyah, S.H.l. dan
Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu
Sumianah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.l. Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Sumianah, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara :Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan :Rp 180.000.00
4. PNBP Panggilan :Rp 10.000.00
5. Biaya Redaksi :Rp 10.000.00
6. Biaya Meterai :Rp__10.000.00
Jumlah : Rp 290.000.00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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